KPK 2023

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Oktober 2023/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
I. DATA PRIBADI
1. Nama : SURYA EFITRIMEN
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 458734
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 750.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 137 m2/200 m2 di KAB / KOTA

AGAM, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 299.000.000

1. MOTOR, YAMAHA MATIC Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
5.000.000

2. MOTOR, YAMAHA MATIC Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
5.000.000

3. MOTOR, KAWASAKI SPORT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
25.000.000

4. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
19.000.000

5. MOBIL, NISSAN SERENA 2.0 HWS AT Tahun 2017, HASIL
SENDIRI Rp. 245.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 575.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 19.489.786

F. HARTA LAINNYA Rp. 175.500.000

Sub Total Rp. 1.818.989.786

. HUTANG Rp. ==<=

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.818.989.786
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Oktober 2023/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
I. DATA PRIBADI
1. Nama : HAMDAN
2. Jabatan : KETUA
3. NHK . 441165
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 601.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/36 m2 di KAB / KOTA
KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA
PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000

3. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA PASAMAN BARAT, HASIL
SENDIRI Rp. 85.000.000

4. Tanah Seluas 19829 m2 di KAB / KOTA PASAMAN BARAT, HASIL
SENDIRI Rp. 172.000.000

5. Tanah Seluas 2650 m2 di KAB / KOTA PASAMAN BARAT, HASIL
SENDIRI Rp. 26.000.000

6. Tanah Seluas 249.6 m2 di KAB / KOTA PASAMAN BARAT, HASIL
SENDIRI Rp. 23.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 173.500.000

1. MOTOR, HONDA BEAT MATIC Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
10.500.000

2. MOBIL, DAIHATSU TERIOS LOW SUV Tahun 2021, HASIL
SENDIRI Rp. 163.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 10.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. Y.
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 194.217.760
F. HARTA LAINNYA Rp. 10

Sub Total Rp. 978.717.760



Komisi Pemberantasan Korupsi

1. HUTANG Rp. 111.366.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 867.351.760
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 September 2023/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
I. DATA PRIBADI
1. Nama : JONS MANEDI
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 648030
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 85.000.000

1. MOBIL, AVANZA G Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -

D. SURAT BERHARGA Rp. -=en

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 87.000.000

. HUTANG Rp. 61.659.672

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 25.340.328
Catatan:

al

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Oktober 2023/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MEDO PATRIA
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK . 641762
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 400.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 8 m2/15 m2 di KAB / KOTA KOTA
PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 50.500.000

1. MOBIL, TOYOTA AGYA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 50.000.000

2. MOTOR, YAMAHA BEBEK Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp.

500.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. —
D. SURAT BERHARGA Rp. Ak
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 10.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. —
Sub Total Rp. 460.500.000
. HUTANG Rp. -
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 460.500.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
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3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 September 2023/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ORY SATIVA SYAKBAN
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 648072
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 280.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 9 m2/15 m2 di KAB / KOTA PADANG
PARIAMAN, WARISAN Rp. 280.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 109.500.000
1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
7.500.000
2.  MOBIL, NISSAN LIVINA 1,5 (4X2) Tahun 2010, HASIL SENDIRI
Rp. 85.000.000

3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.

17.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 50.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -—ar
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 200.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 639.500.000
. HUTANG Rp. 80.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 559.500.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
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Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2024/Periodik - 2023)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
I. DATA PRIBADI
1. Nama : FIRMAN
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 656107
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 850.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA
PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA
PADANG , WARISAN Rp. 225.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 238.951.000

1. MOTOR, YAMAHA XEON 44D (XEON) Tahun 2011, HASIL
SENDIRI Rp. 5.000.000

2. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5 G A/T (FBOORE-GOMF) Tahun 2018,
HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000

3. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.

38.951.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 7.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. E ot

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.060.368.575

F. HARTA LAINNYA Rp. 2
Sub Total Rp. 2.156.319.575

. HUTANG Rp. =8
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. 2.156.319.575

Catatan:
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1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



